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Tentang

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI KAPUAS

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

a. bahwa pengelolaan sumber daya air antara lain
diselenggarakan dengan berlandaskan pada wilayah
sungai yang ditetapkan dan pola pengelolaan sumber
daya air yang berbasis wilayah sungai,

b. bahwa wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada
huruf a,telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah
Sungai;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Wilayah Sungai Kapuas
merupakan wilayah sungai strategis nasional;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air,
Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah
dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber

daya air pada wilayah sungai strategis nasional
ditetapkan oleh Menteri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Kapuas; -

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4858);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
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3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
22 /PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Dan Tatacara
Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;

7. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum = Nomor
21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG POLA

KESATU

KEDUA

KETIGA

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
KAPUAS.

: Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai

Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

. Pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kapuas

sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di
Wilayah Sungai Kapuas.

. Pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kapuas

dimaksudkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
memuat: |

a. tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air;

b. skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan
datang;

c. strategi pengelolaan sumber daya air; dan

d. kebijakan operasional untuk melaksanakan  strategi
pengelolaan sumber daya air.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.,:
1. Menteri Dalam Negeri.

2. Menteri Pertanian.

3.« Menteri Keuangan. .

4. Menter1 Kehutanan. -

S. Menter Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas.

6. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

8. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.
9

Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan
Umum.

10. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
11. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO
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